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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos 60236
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 21 November 2022

Kepada
005/8069/204.3/2022 Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH
Segera PADA DAFTAR TERLAMPIR
1 (satu) set
UNDANGAN

Sehubungan dengan telah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka akan
dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / tanggal : Rabu, 30 November 2022

Pukul . 09.00wIB

Tempat : Ruang Rapat Hayam Wuruk Lt. 8
Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
JI. Pahlawan No. 110 Surabaya

Narasumber : Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan
Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon bantuan Saudara
menugaskan Sekretaris dan 1 (satu) orang Pengelola Kepegawaian untuk hadir
dengan membawa laptop. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur agar mengikutsertakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19670409 199202 2 003
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Lampiran surat Nomor : 005/8069/204.3/2022

DAFTAR UNDANGAN PERANGKAT DAERAH

NO. OPD
1 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOM| DAERAH
2 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
3 BIRO HUKUM
4 BIRO PEREKONOMIAN
5 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
7 BIRO ORGANISASI
8 BIRO UMUM
9 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
10 SEKRETARIAT DPRD
11 DINAS KESEHATAN
12 RSUD SUMBERGLAGAH
13 RSUD KARSA HUSADA BATU
14 RS PARU JEMBER
15 RSUD DUNGUS
16 RSUD HUSADA PRIMA
17 RS PARU MANGUHARJO MADIUN
18 RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
19 UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
20 RS MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
21 RSUD DAHA HUSADA
22 UPT LABORATORIUM GlZI
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23 UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU

24 RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

25 RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG

26 RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

27 RSUD DR. SOEDONO MADIUN

28 RS JIWA MENUR SURABAYA

29 DINAS SOSIAL

30 DINAS PENDIDIKAN

31 UPT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PENDIDIKAN

32 UPT PENGEMBANGAN TEKNIS & KETERAMPILAN KEJURUAN

33 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR

34 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO

35 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO

36 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER

37 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI

38 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN

39 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG

40 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN

41 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO

42 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO

43 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO

44 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG

45 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. BANGKALAN

46 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. BANYUWANGI

47 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. GRESIK

48 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. JOMBANG

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @5\ Balai
* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. @9 Sertifikasi
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE \= Elektronik




49

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. LAMONGAN

50 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. MALANG

51 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB & KOTA MOJOKERTO

52 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. NGANJUK

53 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. PACITAN

54 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. PAMEKASAN

55 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. SAMPANG

56 CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. SUMENEP

57 DINAS PERHUBUNGAN

58 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

59 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

60 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

61 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

62 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

63 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

64 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA

65
KARYA

66 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

67 UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

68 UPT PELATIHAN PERTANIAN

69 UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

70 UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

71 UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA

72 UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA

73 UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

74 DINAS PERKEBUNAN
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75 DINAS PETERNAKAN

76 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

77 DINAS KEHUTANAN

78 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

79 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

80 BADAN PENDAPATAN DAERAH

81 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

82 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

83 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

84 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

85 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

86 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

87 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

88 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

89 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

90 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

91 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KEPENDUDUKAN

92 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

93 INSPEKTORAT PROVINSI

94 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

95 BADAN KOORDINASI WILAYAH MADIUN

96 BADAN KOORDINASI WILAYAH BOJONEGORO

97 BADAN KOORDINASI WILAYAH MALANG

98 BADAN KOORDINASI WILAYAH PAMEKASAN

99 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI

100 | BADAN KOORDINASI WILAYAH JEMBER

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 @5\
* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. ” @9

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE \=

Balai
Sertifikasi
Elektronik




		2022-11-21T14:20:40+0700
	Jakarta




